
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 0310/Pdt.G/2017/PA.Bb

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Baubau  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Gugat antara: 

NINDYA YACUB  binti  ABDULLAH  YACUB,  lahir  di  Ambon,  tanggal  5  April  1990,

golongan  darah  O,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SMA,

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, RT. 002,

RW. 002, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

selanjutnya disebut “Penggugat”; 

melawan 

RIO RUSLAN bin LA DII,  lahir  di  Batulo,  tanggal  13  Oktober  1987,  agama Islam,

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman

di  Jalan  Jambu  Mete,  RT.  002,  RW.  002,  Kelurahan  Kadolo,

Kecamatan  Kokalukuna,  Kota  Baubau,  selanjutnya  disebut

“Tergugat”; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang  bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya  tanggal  17  Juli  2017

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Baubau dengan Nomor 0310/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 17 Juli 2017, dengan

dalil-dalil  sebagai berikut:  

1. Bahwa  pada  tanggal  22  November  2012,Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio,  Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/30/XI/2012, tertanggal  22 November 2012;

2. Bahwa  setelah  akad  nikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai  suami istri  dengan bertempat tinggal  di  rumah orang tua Penggugat,  di

Kelurahan  Kadolomoko,  Kecamatan  Wolio,  Kota  Baubau,   dan  tinggal  selama

kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat

tinggal  dirumah  kontrakan,  di  Kelurahan  Kadolomoko,  Kecamatan  Wolio,  Kota

Baubau, dan tinggal sampai tanggal 11 Juli 2017;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut  Penggugat dan Tergugat  telah dikaruniai

3 orang anak,  masing-masing  bernama, Khanza  Meyrilla Ruslan bin Rio Ruslan,

umur 4 tahun, Daffa Ramadhan Ruslan bin Rio Ruslan, Rio Ruslan, umur  3 tahun,

dan  Rifai  Alfariqi  Ruslan  bin  Rio  Ruslan,  umur  2  tahun,   anak-anak  tersebut

sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa   rumah tangga Penggugat dan Tergugat  semula berjalan rukun

dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2013, rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :

1.  Tergugat  selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2.  Tergugat  sering marah-marah.

3.  Tergugat  cemburuh yang berlebihan. 

4.  Tergugat  menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

5.   Bahwa pada hari selasa, tanggal 11 Juli  2017, Penggugat dan Tergugat kembali

berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena   Tergugat  sering keluar

malam tanpa tujuan yang jelas, walaupun Penggugat sudah melarangnya namun

tidak memperdulikannya;

6.  Bahwa atas pertengkaran tersebut sebagaimana pada poin 5 diatas,  Penggugat

meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah  orang
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tua  Penggugat,  di  Kelurahan  Kadolokatapi,  Kecamatan  Wolio,  Kota  Baubau,

sedangkan  Tergugat  pergi  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah  Kakak  kandung

Tergugat di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, yang hingga

kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 minggu lamanya;

7.   Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat

sudah  sering  dinasehati  oleh  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak

berhasil;  

8.    Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah

tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali  bersama Tergugat untuk

membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  perkara ini  agar

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Rio Ruslan  bin  La Dii)

terhadap Penggugat (Nindya Yacub  binti  Abdullah Yacub);

3.  Membeban

kan biaya perkara menurut hukum. 

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari  dan tanggal  persidangan yang telah ditetapkan,  Penggugat

datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula mengutus wakilnya/kuasanya untuk menghadap di muka sidang, meskipun telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  berdasarkan  relaas  panggilan  Nomor  0310/Pdt.

G/2017/PA. Bb., tertanggal 27 Juli 2017, yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan

dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dan tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, namun

Majelis  Majelis  Hakim  berupaya  merukunkan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat dengan cara menasihati Penggugat secara sepihak di muka sidang;  

Bahwa  berdasarkan  upaya  nasihat  Mejelis  Hakim  dalam  persidangan,

Penggugat  menyatakan  bersedia  untuk  mengakhiri  perselisihan  dalam  rumah

tangganya,  yang  mana  Penggugat  di  muka  sidang  bermohon  secara  lisan  untuk

mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,  segala yang dicatat dalam

Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan

ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

terurai di atas; 

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini,

Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak

datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  hadir  di  muka  sidang,  namun

Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak

agar  bersabar  dan  kembali  rukun  dengan  Tergugat  sebagaimana  yang  telah  di

amanatkan  dalam  pasal  154  R.  Bg,  dan  atas  nasihat  Majelis  Hakim,  Penggugat

bersedia untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya; 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  upaya  nasihat  Majelis  Hakim  tersebut,

Penggugat  dalam persidangan  menyatakan  untuk  bermohon  mencabut  gugatannya

tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun; 

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok

perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv

dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis

Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  Majelis

Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di

muka sidang, patut dikabulkan;

Menimbang  bahwa  meskipun  gugatan  Penggugat  dicabut,  namun  karena

perkara  ini  telah  didaftar  dalam  register  perkara  dan  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0310/Pdt.G/2017/PA.Bb., dari

Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register

perkara; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp

341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); 

Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim  yang

dilangsungkan pada hari  Senin tanggal  7 Agustus 2017  Masehi,  bertepatan dengan

tanggal 14 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai

Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing

sebagai  Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh

para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  dibantu  oleh  Andi  Palaloi,  S.H,  M.H,  sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

Ketua Majelis
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    Hakim Anggota I,                        

 H. Mansur KS, S. Ag    Muhammad Taufiq Torano, S.HI

    Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

                                                            Panitera Pengganti,

                                                             Andi Palaloi, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp   30.000,-
2. Biaya Proses : Rp   50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp     5.000,- 
5. Biaya Materai : Rp     6.000,-

Jumlah  : Rp 341.000,-
        (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).   
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